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MOTTO 

 “The legal right of a taxpayer to decrease the amount of what otherwise would be 

his taxes, or altogether to avoid them, by means which the law permits, cannot be 

doubted.”  

 

"Hak hukum seorang wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang 

seharusnya, atau sekaligus untuk menghindarinya, dengan cara yang diizinkan 

oleh hukum, tidak dapat diragukan." 

(George Sutherland) 1 

  

                                                 
1 https://www.inc.com/geoffrey-james/130-inspirational-quotes-about-taxes.html 
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RINGKASAN 

Mekanisme Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang; Desy Indayani, 

170903101049; 2020; 138 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember 

 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat adil dan makmur baik secara materiil dan spiritual. Pembiayaan 

pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pendapatan negara. 

Langkah-langkah dan strategi untuk optimalisasi perlu dilakukan oleh negara 

dalam hal kebijakan maupun administratif terkait pendapatan negara utamanya 

bidang perpajakan. Salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing berdasarkan kepentingan 

masyarakat. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang 

diberikan kewenangan salah satunya untuk pengkoordinasian dan pengelolaan 

pemungutan pajak dan restribusi daerah. Salah satu sumber potensi pajak yang 

dapat digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia sekarang 

ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 Setiap wajib pajak BPHTB, wajib menghitung pajak yang terutang dan 

membayar sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

BPHTB yang berlaku juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 

Oleh karena itu, BPHTB menganut sistem self assesment yang artinya wajib pajak 

menghitung dan membayar serta melaporkannya sendiri pajak yang terutang. 

 Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan menyesuaikan 

berkembangnya teknologi infomasi yaitu dengan menggunakan E-BPHTB. 

Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan dokumen administrasi 

BPHTB serta perhitungan BPHTB secara elektronik. Kesalahan yang sering 

terjadi adaah PPAT/PPATS salah memasukkan ukuran tanah, tidak memasukkan 

objek lain yang terdapat pada tanah tersebut seperti bangunan yang terdapat 

diatasnya sehingga dapat berpengaruh pada perolehan pajaknya dan kesalahan 
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dalam memasukkan dasar pengenaannya pajak pada perhitungan BPHTB. Proses 

verifikasi/pemeriksaan lapangan terdapat kenaikan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan dari pajak yang telah diperhitungkan wajib pajak sebelumnya. Hal 

tersebut dapat terjadi karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang 

sebenarnya kepada PPAT/PPATS. Wajib pajak mengajukan keberatan BPHTB 

kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Wajib pajak 

melakukan pengajuan keberatan karena merasa kurang atau tidak puas atas Surat 

Pemberitahuan Hasil Verifikasi Lapangan. 

 Wajib pajak langsung datang ke bidang pelayanan. Bidang pelayanan 

memeriksa kelengkapan dokumen wajib pajak serta menyerahkan berkas kepada 

bidang keberatan. Bidang keberatan menelaah pengajuan keberatan dengan 

melihat laporan hasil pemeriksaan BPHTB serta menerbitkan Surat Ketetapan atas 

Pengajuan Keberatan. Wajib pajak juga dapat menyampaikan alasan tambahan 

atau penjelasan kepada bidang keberatan. Wajib pajak boleh mengajukan 

keberatan ketika wajib pajak belum membayar pajak yang terutang, tetapi dalam 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 wajib pajak dalam pengajuan 

keberatan harus membayar pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 

wajib pajak serta batas waktu yang diberikan dalam pengajuan keberatan yaitu 

sebelum dilakukan verifikasi lapangan ulang. Waktu verifikasi lapangan ulang 

yaitu 1 tahun setelah verifikasi lapangan yang pertama. 

 Diharapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

segera memperbarui peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan 

dilapangan/kenyataan sehingga wajib pajak sadar akan hak dan kewajibannya 

serta merasa puas akan ketetapan pajak dengan cara memberikan sosialiasi dan 

pemahaman terutama tentang keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan kepada masyarakat atau wajib pajak baik secara langsung maupun 

melalui media sosial. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0414/UN25.1.2/SP/2020, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya diperlukan 

adanya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan dilakukan secara 

terus menerus. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

adil dan makmur baik secara materiil dan spiritual (Waluyo, 2017:2). Negara 

Indonesia untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional perlu 

memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. 

 Pembiayaan pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber 

pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang 

diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan  

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.  Peningkatan 

sumber – sumber pendapatan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh 

negara. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam kehidupan berbangsa 

menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup. Langkah-langkah dan 

strategi untuk optimalisasi perlu dilakukan oleh negara dalam hal kebijakan 

maupun administratif terkait pendapatan negara utamanya bidang perpajakan. 

 Pajak menjadi sumber pendapatan yang menjadi fenomena yang umum di 

negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi 

dalam sistem pemerintahannya (Pandiangan, 2016:2). Definisi pajak menurut UU 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak bukan 

hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam menjalankan tugas pemerintahan 
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melainkan pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2017:3). 

 Pengelolaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Menurut Pandiangan (2016:7) pajak pusat adalah pajak 

yang dikelola Pemerintah Pusat (Negara) khususnya oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak daerah adalah pajak yang 

dikelola Pemerintahan Daerah (Pemda) baik itu pemerintahan provinsi maupun 

pemerintahan kota/kabupaten. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Resmi, 2017:8).  

Mardiasmo (2011:13) mengemukakan pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu 

(1) Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, (2) Pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

  

 Dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010, terdapat pengalihan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Khusus untuk BPHTB 

mulai dipungut oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2011. Pada awalnya Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang proses 

administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh 

penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Jadi, pemerintah 

daerah kabupaten/kota dituntut untuk siap melaksanakan mulai dari pelayanan, 

pendataan, penilaian, pengadministrasian, penetapan pajak terutang dan lain lain 

yang terkait dalam pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB bagi wajib pajak di wilayah 

daerah masing-masing. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan suatu tindak kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.  
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 Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah antara lain: 

a. Meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas dan 

transparansi dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

b. Memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru 

(menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah) 

c. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah 

d. Menyerahkan kewenangan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 

pengaturan pada daerah 

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki 

struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

 Pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing berdasarkan kepentingan masyarakat (Resmi, 2017:8). Sumber 

penerimaan daerah terutama pajak daerah dapat dikembangkan dan disesuaikan 

dengan kondisi disetiap daerahnya masing-masing. Pemberlakuan pajak daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan 

pemerintah daerah saja melainkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, 

terutama dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat 

membayar pajak juga menjadi hal penting dalam upaya pengoptimalan 

penerimaan daerah. 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016  

menyatakan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang diberikan 

kewenangan salah satunya untuk pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan 

pajak dan restribusi daerah. Pengoptimalan dalam pemungutan pajak dan retribusi 

daerah perlu dilakukan agar dapat meningkatkan target penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada tiap tahunnya. 
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Berikut ini data yang mengenai besarnya pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten 

Lumajang pada tahun 2019 : 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

No Jenis Pajak 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase (%) 

1 Pajak Hotel 1.000.000.000 893.513.355 89,35% 

2 Pajak Restoran 5.750.000.000 4.931.846.931 85,77% 

3 Pajak Hiburan 85.000.000 129.463.166 152,31% 

4 Pajak Reklame 1.820.000.000 1.869.228.257 102,70% 

5 Pajak Penerangan Jalan 28.895.000.000 27.072.321.155 93,69% 

6 Pajak Parkir 350.000.000 433.921.600 123,98% 

7 Pajak Air Tanah 150.000.000 369.409.176 246,27% 

8 
Pajak Sarang Burung 

Walet 
- - - 

9 
Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 
37.000.000.000 11.023.188.750 29,79% 

10 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan 

Perkotaan 

12.750.000.000 12.253.606.043 96,11% 

11 
Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 
13.750.000.000 15.257.211.119 110,96% 

Jumlah 101.550.000.000 74.233.709.552 73,10 % 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah pada 

Kabupaten Lumajang ini terdapat beberapa yang tidak memenuhi target, tetapi 

terdapat pula pajak daerah yang memiliki presentase pencapaian realisasi melebihi 

target. Salah satunya adalah Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan 

memiliki persentase pencapaian realisasi melebihi target yang ditentukan, yaitu 

sebesar 110,96% dengan target Rp 13.750.000 dan realisasi Rp 15.257.211.119. 
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Adapun penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

(Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 4.670.000.000 6.751.013.021 144,56% 

2016 6.000.000.000 6.168.593.970 102,81% 

2017 6.750.000.000 8.990.997.779 133,20% 

2018 9.000.000.000 12.813.647.359 142,37% 

2019 13.750.000.000 15.257.211.119 110,96% 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020 

 Data tabel 1.2 menunjukan target dan realisasi penerimaan BPHTB selalu 

memenuhi target yang ditetapkan, walaupun pada setiap tahunnya target dan 

realisasi mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi salah satu sumber potensi pajak 

yang dapat digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia 

sekarang ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 Menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Perolehan yang dimaksud adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh pribadi atau badan, dengan makna lain bahwa orang pribadi atau 

badan yang mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut. 

Dimana setiap orang atau badan belum tentu mempunyai kemampuan lebih untuk 

mendapatkan tanah dan/atau bangunan. Hak yang dimaksud adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

menyatakan bahwa  

(1) perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi 

pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah 

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan 
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pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai hukum yang tetap, penggabungan usaha, peleburan 

usaha, pemekaran usaha dan hadiah, dan (2) pemberian hak baru 

karena kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak.  
 

 Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, maka 

hampir setiap manusia pernah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa subyek pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah dan/atau bangunan. Makna lain subyek pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan adalah pihak yang menerima pengalihan hak baik orang 

pribadi atau badan, subyek pajak tersebut yang dikenakan kewajiban untuk 

membayar pajak terutang dan menjadi wajib pajak. Berdasarkan Peratuan Bupati 

Lumajang Nomor 12 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa wajib pajak adalah 

orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 

 Menurut Peratuan Bupati Lumajang Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

menyatakan bahwa setiap wajib pajak BPHTB, wajib menghitung pajak yang 

terutang dan membayar sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) BPHTB yang berlaku juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). Oleh karena itu, BPHTB menganut sistem self assesment yang artinya 

wajib pajak menghitung dan membayar serta melaporkannya sendiri pajak yang 

terutang. 

 Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi salah satunya dapat 

diterapkan pada aspek Perpajakan. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan 

menyesuaikan berkembangnya teknologi infomasi yaitu dengan menggunakan E-

BPHTB. Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan dokumen 

administrasi BPHTB serta perhitungan BPHTB secara elektronik. E-BPHTB 

tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara 

cepat. Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan 
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aplikasi E-BPHTB dengan mengunjungi alamat 

http://bprd.lumajangkab.go.id:1010/bphtb sejak Agustus 2019. 

 Wajib Pajak meminta bantuan kepada PPAT/PPATS dalam menyelesaikan 

administrasi BPHTB karena yang memiliki hak akses (ID  Username dan 

Password) dalam aplikasi E-BPHTB hanya PPAT/PPATS. Meskipun telah 

dilakukan sosialisasi masih saja terdapat PPAT/PPATS yang sering mengalami 

kesalahan dalam pengisian data ke SSPD melalui aplikasi E-BPHTB. Kesalahan 

yang sering terjadi adalah PPAT/PPATS salah memasukkan ukuran tanah, tidak 

memasukkan objek lain yang terdapat pada tanah tersebut seperti bangunan yang 

terdapat diatasnya sehingga dapat berpengaruh pada perolehan pajaknya dan 

kesalahan dalam memasukkan dasar pengenaannya pajak pada perhitungan 

BPHTB. Proses verifikasi/pemeriksaan lapangan terdapat kenaikan jumlah pajak 

yang harus dibayarkan dari pajak yang telah diperhitungkan wajib pajak 

sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak tidak memberikan 

informasi yang sebenarnya kepada PPAT/PPATS. Wajib pajak yang mengajukan 

keberatan BPHTB kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang. Berdasarkan data pengajuan permohonan keberatan dan banding pajak 

daerah kabupaten Lumajang pada tahun 2019 realisasi pengajuan keberatan 

melebihi target yang ditetapkan dengan target 940 pengajuan dan realisasi 1.323 

pengajuan dengan BPHTB sebesar 1215 permohonan. Persentase pencapaian 

realisasi melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 140,74 %. Wajib pajak 

melakukan pengajuan keberatan karena merasa kurang atau tidak puas atas Surat 

Pemberitahuan Hasil Verifikasi Lapangan. Wajib pajak tersebut kurang 

memahami mekanisme keberatan dan penyelesaian atas keberatan BPHTB, 

bahkan terdapat wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan setelah 

mendapat penjelasan mengenai keberatan BPHTB oleh fiskus yang berarti 

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui BPRD Kabupaten Lumajang. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, membahas Pajak Daerah yaitu Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.  Jadi pembahasan tugas akhir praktek 
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kerja nyata berjudul “Mekanisme Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana pengajuan dan penyelesaian keberatan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang? 

 

1.3. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam laporan ini adalah untuk mendeskripsikan tata cara dalam pengajuan dan 

penyelesaian keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

 

1.4. Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1. Bagi mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang tata cara pengajuan 

keberatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pajak 

dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

b. Mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang didapat selama kuliah 

c. Mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja 

 

1.4.2. Bagi Instansi 

a. Sarana untuk membantu pelaksanaan dibidang perpajakan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan 

b. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul 

c. Sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak Universitas 

Jember, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan sebagai 
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salah satu instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang 

perpajakan yang dibutuhkan dunia kerja 

 

1.4.3. Bagi Universitas 

a. Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember 

dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

b. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pajak 

 Pembahasan pajak akan memaparkan teori-teori terkait tentang definisi 

pajak, fungsi pajak, jenis pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, 

tarif pajak, saat terutangnya pajak, hapusnya utang pajak dan definisi wajib pajak. 

Berikut adalah masing-masing uraiannya. 

 

2.1.1. Definisi Pajak 

 Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Adriani (dalam Waluyo, 2017:2)  juga mengemukakan 

bahwa  

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

yang menyelengarakan pemerintah. 

 

 Pandiangan (2016:4) juga mengatakan penekanan pada definisi pajak 

adalah pada pengalihan penghasilan atau harta yang wajib dari rakyat kepada 

negara, dapat dipaksakan, bentuk keikutsertaan dan patisipasi masyarakat dalam 

bernegara serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Resmi (2017:2) Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut: 

a. pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya 

b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah 

c. pajak dipungut oleh negara, baik pemrintah pusat maupun 

pemerintah daerah 
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d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan 

untuk membiayai public investment. 
 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk kepentingan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 

2.1.2. Fungsi Pajak 

 Menurut Resmi (2017:3) terdapat 2 fungsi pajak yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Berikut adalah 

masing-masing uraiannya: 

a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak 

merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara pemerintah berupaya untuk mendapat 

penerimaan yang sebesar-besarnya untuk kas negara.  

b. fungsi regularend (pengatur) pajak membunyai fungsi pengatur 

artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi.  

 

2.1.3. Jenis Pajak 

 Resmi (2017:7) menyatakan bahwa jenis pajak di Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat dan menurut lembaga pemungutan. Berikut uraiannya : 

a. Menurut golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu  

1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggug oleh Wajib Pajak 

dan harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan serta  tidak dapat 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan 

(PPh) 

2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang 

lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langung terjadi jika terdapat suatu 

kegiatan atau peristiwa yang menyebabakan terutangnya pajak, misalnya 
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terjadi penyerahan atas jasa atau barang. Contohnya Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 

b. Menurut sifat 

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

1) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya harus memperhatikan 

keadaaan pribadi Wajib Pajak atau subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan 

(PPh) 

2) Pajak objektif  merupakan pajak yang pengenaannya harus memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak dan tanpa harus 

memperhatikan keaadan subjeknya (Wajb Pajak). Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

1) Pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

2) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah pusat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing.  Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan contoh pajak kabupaten/kota 

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.  
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2.1.4. Asas Pemungutan Pajak 

 Waluyo (2017:13) berpendapat untuk mencapai tujuan pemungutan pajak 

perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih pemungutannya. 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak para ahli mengemukakan tentang asas 

pemungutan antara lain 

a. Menurut Smith (dalam Waluyo, 2017:13) menyatakan bahwa pemungutan  

pajak harus berdasarkan empat asas-asas berikut : 

1) Equality merupakan pemungutan harus bersifat adil dan merata. Pengertian 

lain pajak dikenakan kepada orang pribadi harus seimbang antara 

kemampuan membayar pajak dengan harus sesuai dengan manfaat yang 

diterima 

2) Certainty merupakan penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-

wenang pihak otoritas pajak. Wajib Pajak harus mengetahui besarnya pajak 

terutang, waktu pembayaran pajak dan batas waktu pembayaran pajak. 

3) Convenience merupakan pajak dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib 

Pajak atau yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Contohnya pada saat Wajib 

Pajak memperoleh penghasilan 

4) Economy merupakan biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak harus 

seminimal mungkin bagi Wajib Pajak. 

b. Menurut Musgrave (dalam Waluyo, 2017:14) terdapat dua macam asas 

keadilan pemungutan sebagai berikut  

1) Benefit Principle merupakan dalam sistem perpajakan, setiap Wajib Pajak 

membayar pajak harus sejalan dengan manfaat yang dapat dinikmati dari 

pemerintah. 

2) Ability Principle merupakan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak 

atas dasar kemampuan membayar. 

c. Menurut Waluyo (2017:15) asas pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa 

asas sebagai berikut 

1) Asas menurut falsafah hukum  

 Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Keadilan kepada hak negara 

untuk memungut pajak dapat memunculkan teori dasar sebagai berikut 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

 

 

a) Teori asuransi merupakan teori yang menyamakan pembayaran premi 

pada asuransi dengan pembayaran pajak, yang artinya pembayaran atas 

usaha melindungi orang dari segala kepentingan misalnya keselamatan 

atau keamanan harta benda 

b) Teori kepentingan merupakan teori yang memperhatikan beban pajak 

yang harus dipungut dari masyarakat. Kata lain pembebanan harus 

berdasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah. 

c) Teori gaya pikul merupakan teori atas dasar keadilan pemungutan pajak 

dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada masyarakat. Wajib 

Pajak dalam membayar pajak harus berdasarkan gaya pikul seseorang 

d) Teori bakti (teori kewajiban pajak mutlak) merupakan teori berdasarkan 

pada negara yang mempunyai hak mutlak dalam pemungutan pajak 

e) Teori asas daya beli merupakan teori yang penyelengaraannya 

kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan 

pajak dan lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur 

2) Asas yuridis 

 Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau 

warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada 

undang-undang. 

3) Asas ekonomi 

 Pajak merupakan fungsi reguler dan fungsi budgeter yang menekankan agar 

kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. 

d. Resmi (2017:9) mengemukakan bahwa terdapat tiga asas pemungutan pajak 

sebagai berikut 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) merupakan negara berhak mengenakan 

pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

Indonesia 

2) Asas sumber merupakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayah Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak 
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3) Asas kebangsaan merupakan pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara 

 Berdasarkan beberapa asas pemungutan menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pajak harus berdasarkan unsur keadilan yang merata bagi 

masyarakat dan pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara dan 

warganya.  

 

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2017:3) dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem 

pemungutan, yaitu 

a. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan dalam menentukan sendiri 

jumlah pajaka yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, kegiatan 

mengitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur 

perpajakan 

b. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya. Wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, 

memperhitungan, membayar, melaporkan dan mempertangjawabkan sendiri 

pajak yang terutang   

c. With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.6. Tarif Pajak 

 Penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Tarif pajak adalah tarif 

untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar 

(Waluyo, 2017:17). Menurut Resmi (2017:13) menjelaskan untuk menghitung 

besarnya pajak yang terutang diperlukan unsur yaitu tarif pajak dan dasar 

pengenaan pajak. Resmi (2017:13) juga menyatakan jenis tarif pajak dibedakan 

menjadi empat, yaitu 
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a. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun dasar pengenaan pajak. 

Misalnya tarif tetap yang diterapkan pada bea materai untuk cek atau bilyet 

giro brapapun jumlahnya tetap dikenakan pajak sebesar Rp6.000. 

b. Tarif Proposional 

Tarif berupa presentase yang sifatnya tetap berdasarkan berapapun dasar 

pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar 

pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau 

sebanding. Misalnya tarif proposional yang diterapkan pada PPN dengan tarif 

10% 

c. Tarif Progresif (Meningkat) 

d. Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, 

yaitu 

1) Tarif progresif-proporsional 

Tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut 

adalah tetap. Tarif progresif-proporsional pernah diterapkan di Indonesia 

untuk menghitung Pajak Penghasilan yang belaku sejak tahun 1984 sampai 

dengan 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 

Tabel 2.1 Contoh Pengenaan Tarif Progresif-Proporsional dalam Pajak 

Penghasilan 

Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan Tarif 

Sampai dengan Rp.10.000.000 15% - 

Diatas Rp.10.000.000 s.d. 

Rp.25.000.000 

25% 10% 

Diatas Rp.25.000.000 35% 10% 

(Sumber: Resmi, 2017:14) 

2) Tarif progresif-progresif 

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase juga semakin 
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meningkat. Tarif progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk 

menghitung Pajak Penghasilan sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 dan 

diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994 

3) Tarif progresif-degresif 

Tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase semakin 

menurun. 

e. Tarif Degresif (Menurun) 

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak.  

 

2.1.7. Timbulnya Utang Pajak 

 Resmi (2017:11) berpendapat bahwa terdapat dua ajaran yang mengatur 

timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu 

a. Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya 

undang-undang perpajakan. Wajib Pajak akan menentukan pajaknya sendiri. 

Ajaran ini diterapkan pada self assessment system 

b. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya 

surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini diterapkan pada 

official assessment system 

 

2.1.8. Hapusnya Utang Pajak 

 Waluyo (2017:19) berpendapat bahwa hapusnya utang pajak disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut 

a. Pembayaran, utang pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang 

dilakukan ke kas negara  

b. Kompensasi, terjadi karena apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa 

kelebihan pembayaran pajak. 

c. Daluwarsa, hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau 

waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.  
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d. Pembebasan, dilakukan terhadap sanksi administrasi bukan dibebaskan dari 

pokok pajaknya 

e. Penghapusan, diberikan karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan 

keuangan Wajib Pajak 

 

2.1.9. Definisi Wajib Pajak 

 Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandiangan 

(2016:20) mengemukakan bahwa Wajib Pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi, semua orang yang telah memperoleh penghasilan, 

yaitu penghasilan yang berupa objek pajak dan dikenaka tarif umum yang 

jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

b. Wajib Pajak Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang mrupakan kestuan 

yang baik yang melakukan usaha maupunn yang tidak melakukan usaha 

meliputi perseroan terbatas, perseoan komanditer dan lain-lain yang termasuk 

badan 

c. Bendahara, pejabat yang terdapat dalam Satuan Kerja instansi pemerintah atau 

lembaga negara yang ditunjuk. 

 

2.2. Pajak Daerah 

 Pembahasan pajak daerah akan memaparkan teori-teori terkait tentang 

definisi pajak daerah, jenis pajak daerah, dasar hukum pajak daerah. Berikut 

adalah masing-masing uraiannya. 

 

2.2.1. Definisi Pajak Daerah 

 Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa  
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Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

2.2.2. Jenis Pajak Daerah 

 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak terbagi menjadi dua, yaitu 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Dalam pemungutan pajak daerah, daerah dilarang memungut pajak selain 

pajak yang telah ditentukan diatas, bila jenis daerah tidak dapat dipungut apabila 

potensinya kurang memadai dan/atau dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah 
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yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat 

dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, 

seperti daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan 

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota 

(Samudra, 2015:53). 

 

2.2.3. Dasar Hukum 

 Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, serta peraturan untuk Kabupaten Lumajang Sendiri adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. 

 

2.3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 Pembahasan BPHTB akan memaparkan teori-teori terkait tentang Definisi 

BPHTB, Dasar Hukum BPHTB, Objek BPHTB, Pengecualian Objek BPHTB, 

Subjek dan Wajib pajak BPHTB, Dasar Pengenaan BPHTB, Dasar Pengenaan 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam BPHTB, Tarif 

BPHTB dan Cara Menghitung BPHTB, Saat Terutang BPHTB dan Tata Cara 

Pembayaran BPHTB. Berikut adalah masing-masing uraiannya. 

 

2.3.1. Definisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

menyatakan bahwa  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya 

hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

Adapun hak teknis tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 
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bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

di bidang pertanahan dan bangunan 

 

 Adapun perolehan hak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

yang dimaksud antara lain  

a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu 

yang ditetapkan oleh Pemerintah 

b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 

sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan 

c. Haka guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memngut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 

milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan 

e. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan 

yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan 

rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang 

bersangkutan 

f. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah 

yang kewenangan pelaksanaannya sebagia  dilimpahkan kepada 

pemegang haknya berupa perencanaan, peruntukan dan 

penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah 

tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan 

pihak ketiga  

 

2.3.2. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Samudra (2015:270) mengatakan menurut sejarah bahwa sebelum 

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, setiap pemindahan hak atas harta 

tetap yang terdapat diwilayah Indonesia, dipungut Bea Balik Nama berdasarkan 

Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. Kemudian sejak 
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berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pungutan Bea Balik Nama 

(BBN) membawa konsekuensi atas harta tetap berupa tanah tidak dipungut lagi 

karena pungutan tersebut melekat pada hukum tanah. Dicabutnya UUPA Dewan 

Perwakilan Rakyat Bersepakat untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 

disahkan pada tanggal 29 Mei 1997 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998. 

Pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdapat pertimbangan usulan 

dari berbagai pihak terutama pihak yang berkaitan langsung dengan  tanah dan 

bangunan seperti Real Estate Indonesia dan ditambah dengan keadaan 

perekonomian yang sedang kondusif, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditangguhkan. Seiring 

perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan 

penyempurnaan. Terhadap penyempurnaan tersebut lahirnya Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

 Tanggal 1 Januari 2011 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah daerah 

yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. Kemudian lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum atas 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut  

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.3.3. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

 Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Samudra (2015:273) menjelaskan 

yang termasuk objek pajak antara lain  

(1) Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris, 

hibah wasiat, penggabungan usaha, pemasukan dalam perseroan 

atau badan hukum lain, peleburan usaha, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, pemekaran usaha, penunjukan pembeli 

dalam lelang, hadiah dan pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap (2) pemberian hak baru karena 

kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak.  

 

 Adapun pengertian dari masing-masing objek BPHTB berdasarkan 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemngutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagai berikut: 

a. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh 

pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, 

dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah 

uang kepada penjual 

b. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari 

pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut 

memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak 

lain tersebut sebagai pengganti tanah dan/atau bangunan yang 

diterima 

c. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari 

pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup 

d. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus 

mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 

orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah 

pewaris meninggal dunia 

e. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli 

waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) yang 

berlaku setelah pewaris meinggal dunia 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau 

badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya 

sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan 

hukum lainnya tersebut 
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g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 

pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan 

oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak 

bersama 

h. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang 

oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah 

lelang 

i. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan 

hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan 

bangunan kepada pihak lain yang ditentukan putusan hakim 

menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut 

j. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan 

usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya 

salah badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang 

menggabung 

k. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan 

usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi 

badan-badan usaha yang bergabung tersebut 

l. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi 

dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha 

baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan 

usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan 

usaha yang lama 

m. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas 

tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan hukum kepada penerima 

n. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah 

pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum 

dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak 

o. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak 

baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari 

negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.3.4. Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dijadikan objek 

pajak BPHTB.  Samudra (2015:274) objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB 

sebagai berikut  

(1) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik (2) negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum 
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(3) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut (4) orang pribadi 

atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 

dengan tidak adanya perubahan nama (5) orang pribadi atau badan 

karena wakaf (6) orang pribadi atau badan yang digunakan untuk 

kepentingan ibadah 

  

2.3.5. Subjek dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Mardiasmo (2011:324) berpendapat bahwa subjek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek 

pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-Undang BPHTB. 

  

2.3.6. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Samudra (2015:272) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Nilai Perolehan Objek 

Pajak diperoleh dalam hal antara lain : 

a. Jual beli adalah harga transaksi 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar 

c. Hibah adalah nilai pasar 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 

e. Waris adalah nilai pasar 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 

nilai pasar 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar 

h. Peralihan hak karena pelaksanaannya putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 

hak adalah nilai pasar 

j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai 

pasar 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar 

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar 

n. Hadiah adalah nilai pasar 

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam risalah lelang 
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 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

mengatakan jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari nilai jual objek 

pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah 

NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila NJOP PBB belum ditetapkan maka 

besarnya NJOP PBB akan ditetapkan oleh Bupati 

 

2.3.7. Dasar Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

 (NPOPTKP) dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 3 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Besaran NPOPTKP diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap jenis perolehan 

hak. Penetapan besaran NPOPTKP dilakukan dengan mempertimbangkan pajak 

yang harus dibayar Wajib Pajak dan potensi penerimaan daerah 

Adapun NPOPTKP BPHTB diberikan kepada setiap Wajib Pajak per tahun 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu 

derajat ke bawah dengan pemberi waris atau hibah wasiat 

termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (Tiga 

Ratus Juta Rupiah) 

b. Untuk perolehan hak selain perolehan diatas ditetapkan sebesar 

Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) atau dapat diberikan 

NPOPTKP sebesar Rp.0 (Nol Rupiah) 

 

2.3.8. Tarif dan Cara Menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (Samudra, 2015:274). Sesuai Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 12 Tahun 2012 pasal 6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Besaran pokok BPHTB yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau NPOP 

kemudian dikurangi NPOPTKP 
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Rumus perhitungan BPHTB Terutang 

BPHTB Terutang = Tarif X (NPOP – NPOPTKP) 

      = 5% X (NPOP – NPOPTKP) 

Keterangan :  

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak 

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak  

(sumber : Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012) 

 

2.3.9. Saat Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Samudra (2015:274) pajak yang terutang harus dilunasi pada saat 

terjadinya perolehan hak. Adapun saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk : 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta 

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta 

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 

sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatangani akta 

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 

keputusan pemberian hak 

j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak 

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta 

l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta 

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta 

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang  
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2.3.10. Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

 Bangunan 

 Berdasarkan Peraturan Kabupaten Lumajang No 4 Tahun 2011 

pasal 95 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self Assesment 

System). Self Assesment System adalah pengenaan pajak yang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan 

menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Pada Badan 

Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang terdapat beberapa tahap 

dalam tata cara pemungutan BPHTB sebagai berikut: 

a. Pengisian SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan perhitungan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2012 pengisian 

SSPD BPHTB dan perhitungan BPHTB merupakan proses mendata 

subjek pajak, objek pajak dan penghitungan besarnya BPHTB yang 

terutang oleh wajib pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Proses pengisian ini melibatkan Dinas, Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT)/ Notaris sebagai penyedia SSPD BPHTB. Dalam 

prosedur ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris, Kepala 

Kantor yang membidangi lelang negara, Kepala Kantor yang 

membidangi pertanahan atau pejabat lain yang diberi wewenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memeriksa 

kebenaran data, perhitungan BPHTB dan kelengkapan dokumen 

terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSPD BPHTB wajib 

diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib 

pajak, Notaris/PPAT/PPATS/Kepala Kantor yang membidangi lelang 

negara/Kepala Kantor yang membidangi pertanahan atau pejabat lain 

yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

SSPD BPHTB digunakan sebagai alat pembayaran/penyetoran 
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BPHTB terutang dan berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD). 

b. Penelitian (Verifikasi) SSPD 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2012 penelitian 

SSPD adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian SSPD yang 

meliputi unsur-unsur antara lain : 

1) Nomor Objek Pajak (NOP) 

2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan/atau bangunan 

per meter persegi 

3) Perhitungan NJOP PBB 

4) Perhitungan BPHTB yang seharusnya terutang 

5) Perhitungan BPHTB yang terutang dan harus disetor 

Dengan tujuan penelitian SSPD untuk memberikan pelayanan kepada 

Wajib Pajak sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya 

penggunaan SSPT/NOP yang tidak benar dan untuk mencocokkan 

data yang diisikan dalam SSPD dengan basis PBB dan meneliti 

kebenaran perhitungan Wajib Pajak 

c. Pembayaran BPHTB 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2012 prosedur 

pembayaran BPHTB merupakan proses pembayaran yang dilakukan 

Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang 

ditunjuk/Bendahara penerimaan dinas. Pembayaran yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank dan/atau tempat 

lain yang ditunjuk dengan menunjukkan SPTPD (Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah) yang telah ditandatangi oleh wajib pajak, 

Notaris/PPAT/PPATS/Kepala Kantor yang membidangi lelang 

negara/Kepala Kantor yang membidangi pertanahan atau pejabat lain 

yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2.3.11. Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan kemungkinan terjadi keberatan bahwa Wajib Pajak (WP) 

merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan 

kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 

3.1.1. Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan magang atau Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu 

kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan 

sebagai salah satu syarat untuk menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) atau 

magang bila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 106 SKS, yang berguna 

unutuk memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan 

 Kegiatan Praktek  Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai penerapan 

ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan 

dibidang Perpajakan. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk 

melaksanakan kegiatan ini dapat menentukan tempat magang sendiri. Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata dapat dilakukan di instansi pemerintahan, perusahaan milik 

negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat persetujuan dari instansi 

yang bersangkutan. Adapun tahapan persiapan yang dilakukan mahasiswa 

sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut: 

a. Mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi 

(KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan 

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata 

b. Fakultas memberikan pengarahan tentang syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

c. Mahasiswa menentukan tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata sendiri 

d. Mahasiswa membuat proposal Praktek Kerja Nyata 

e. Mahasiswa memperoleh Surat pengantar untuk Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPRD) Lumajang serta Surat pengantar untuk Badan Kesatuan 

Bangasa dan Politik (BAKESBANGPOL) Lumajang dari Fakultas untuk 

diberikan kepada instansi atau perusahaan yang dipilih sebagai tempat 

PKN 
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f. Mahasiswa melakukan survei ke lokasi pelaksanaan PKN yang telah 

ditentukan, dan menanyakan ketersediaan instansi untuk menerima 

mahasiswa magang 

g. Apabila instansi atau perusahaan menerima mahasiswa magang, maka 

selanjutnya mahasiswa dapat memberikan proposal dan surat pengantar 

permohonan magang dari fakultas kepada BAKESBANGPOL 

h. Mahasiswa mendapat surat balasan dari BAKESBANGPOL yang 

menyatakan bahwa mahasiswa dapat melakukan PKN di Instansi dan 

memberikan hasil laporan PKN pada BAKESBANGPOL  

i. Selanjutnya surat balasan dari BAKESBANGPOL, surat pengantar dari 

fakultas dan proposal Praktek Kerja Nyata diberikan kepada instansi yang 

dipilih (BPRD)  

j. Surat balasan dari BPRD yang berisi bahwa instansi menerima mahasiswa 

magang dapat dipersamakan dengan surat balasan dari 

BAKESBANGPOL, kemudian surat balasan tersebut diberikan kepada 

pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma III Perpajakan 

k. Mahasiswa melakukan pelaksanaan kegiatan PKN untuk membantu secara 

langsung kegiatan perpajakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. 

 

3.1.2. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah, Jl. Cokrosujono No. 6, Kelurahan Jogoyudan, 

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa timur. 

 

3.1.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 Jadwal pelaksanaan kegiatan PKN dimulai tanggal 3 Februari sampai 

dengan 3 April 2020 sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh fakultas pada 

Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Pada tanggal 16 Maret 

2020 terdapat Surat Edaran Nomor: 4687/UN25/LL/2020 tentang Pencegahan 

Covid-I9 dan surat penagihan mahasiswa magang yang menyatakan bahwa 
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mahasiswa Praktek Kerja Nyata dilakukan penarikan dari tempat Praktek Kerja 

Nyata. Penarikan mahasiswa Praktek Kerja Nyata dilakukan untuk menghidari 

penyebaran covid-19. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

menyetujui penarikan mahasiwa magang mulai tanggal 18 Maret 2020 karena 

masih menunggu surat disposisi dari kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. Jadi berakhirnya mahasiswa Praktek Kerja Nyata pada 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mulai tanggal 18 Maret 

2020. 

 Adapun kegiatan pelaksanaan kegiatan PKN dilakukan sesuai dengan jam 

kerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari 

5 (Lima) Hari kerja yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jum’at. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan PKN di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d Kamis 
1. 07.30–12.00 WIB 

2. 13.00-15.30 WIB 
12.00-13.00 WIB 

Jumat 
1. 08.00-11.00 WIB 

2. 13.00-15.00 WIB 
11.00-12.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

* Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 05.30 – 06.00 WIB 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020 

 

3.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

 Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan dibuat 

Laporan Tugas Akhir dengan judul Mekanisme Keberatan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang. Dengan judul tersebut pada pelaksanaan kegiatan ditempatkan pada 

bagian yang berkaitan yaitu pada bagian Penagihan yang berisi tiga subbagian, 

subbagian penagihan, subbagian keberatan dan subbagian sosialisasi.  
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang dapat dilihat 

dalam Tabel 3.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

Senin,  

3 Februari 

2020 

1. Diterima di Badan 

Pajak dan Retribusi 

Daerah 

2. Mengikuti apel pagi 

3. Perkenalan pegawai 

kantor dan menemui 

Bapak Machromi 

Yusuf sebagai 

pembimbing PKN di 

BPRD Kabupaten 

Lumajang 

4. Penyampaian tata 

tertib selama PKN di 

BPRD Kabupaten 

Lumajang 

5. Penempatan di Bidang 

Penagihan 

6. Membaca dan 

memahami Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati Kabupaten 

Lumajang 

1. Telah mengetahui dan 

dapat menaati 

peraturan atau 

perintah yang 

diberikan 

2. Dapat berkenalan 

dengan pegawai 

kantor 

3. Dapat memahami 

peraturan daerah dan 

peraturan bupati 

kabupaten lumajang 

tentang pajak daerah 

1. Bapak 

Machromi 

Yusuf selaku 

pembimbing 

magang 

2. Bapak Atim 

selaku kepala 

bidang 

penagihan 

Selasa, 4 

Februari 

2020 

1. Mengikuti Apel Pagi 

2. Membantu mengecek 

surat sosialisasi pajak 

daerah dan bulan 

panutan PBB-P2 

tahun 2020 di 4 

wilayah kerja 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

1. Dapat memahami 

cara administrasi 

yang benar dalam 

mengentry dan 

mengecek surat 

keluar (surat 

sosialisasi pajak 

daerah) 

2. Dapat memahami 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Novia 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


35 

 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

permohonan keberatan 

BPHTB 

4. Menyiapkan barang-

barang yang harus 

dibawa saat sosialisasi 

 

cara mengentry 

pengajuan keberatan 

3. Dapat memahami 

barang yang harus 

dibawa saat 

sosialisasi 

Rabu, 5 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengikuti sosialisasi 

pajak daerah dan  

bulan panutan PBB-

P2 tahun 2020 

wilayah kerja 

Lumajang yang 

bertempat di Warung 

Apung Bu Umi Srebet 

– Petahunan 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Dapat memahami 

bagaimana 

pelaksanaan 

Sosialisasi 

2. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Bapak Atim 

selaku kepala 

bidang  

penagihan 

2. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Kamis, 6 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengikuti sosialisasi 

pajak daerah dan 

bulan panutan PBB-

P2 tahun 2020 

wilayah kerja Pasirian 

yang bertempat di 

Pendopo Kecamatan 

Pasirian 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Dapat memahami 

bagaimana 

pelaksanaan 

sosialisasi 

2. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan 

1. Bapak Atim 

selaku kepala 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

 

Jum’at, 7 

Februari 

2020 

1. Mengikuti senam pagi 

di Stadion 

2. Mengentry formulir 

pengajuan keberatan 

BPHTB 

3. Membantu membuat 

surat penagihan pajak 

mineral dan batuan 

bukan logam 

1. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Dapat memahami 

cara administrasi 

dengan benar dalam 

membuat surat keluar 

(surat penagihan 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


36 

 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

pajak minerba)  

Senin, 10 

Februari 

2020 

gbfh 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengikuti sosialisasi 

pajak daerah dan 

bulan panutan PBB-

P2 tahun 2020 

wilayah kerja Klakah 

yang bertempat di di 

pendopo Kecamatan 

Klakah 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

1. Dapat memahami 

bagaimana 

pelaksanaan 

sosialisasi 

2. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Bapak Atim 

selaku kepala 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

 

Selasa, 11 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengikuti sosialisasi 

pajak daerah dan 

bulan panutan PBB-

P2 tahun 2020 

wilayah kerja 

Yosowilangun yang 

bertempat di pendopo 

Kecamatan 

Rowokangkung 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Dapat memahami 

bagaimana 

pelaksanaan 

sosialisasi 

2. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan 

1. Bapak Atim 

selaku kepala 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Rabu, 12 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Membantu 

mengelompokkan 

laporan mingguan 

penerimaan PBB P2 

per kecamatan  

1. Dapat memahami 

cara mengentry 

pengajuan 

permohonan 

keberatan 

2. Memahami cara 

pengelompokkan 

laporan mingguan 

penerimaan PBB-P2 

per kecamatan 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan  

2. Ibu Novia 

selaku staf 

bidang 

penagihan  

Kamis, 13 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengelompokan 

daftar penerima jasa 

administrasi/operasion

al pemungutan PBB-

P2 per desa/ 

1. Memahami cara 

pengelompokkan 

daftar penerima jasa 

administrasi 

2. Memahami cara 

mengisi formulir 

1. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Titin 

selaku kepala 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

kecamatan se-

Kabupaten Lumajang 

periode 1 Agustus s/d 

13 Desember 2019 

3. Membantu mengisi 

formulir pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

permohonan 

pengajuan keberatan 

BPHTB 

sub bagian 

keberatan  

Jum’at, 14 

Februari 

2020 

1. Mengikuti Senam 

Pagi di Alun-Alun 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Mengentry hasil 

penelitian sederhana 

kantor obyek pajak 

BPHTB (laporan hasil 

verifikasi lapangan E-

BPHTB) 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

merekap hasil 

verifikasi lapangan E-

BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Harum 

selaku staf 

bidang 

pelayanan 

Senin, 17 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Merekap laporan 

mingguan penerimaan 

PBB-P2 tahun pajak 

2015-2019 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

merekap laporan 

mingguan 

penerimaan PBB-P2 

tahun pajak 2015-

2019 

2. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Selasa, 18 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap laporan 

mingguan penerimaan 

PBB-P2 tahun pajak 

2015-2019 

4. Mengentry hasil 

penelitian sederhana 

kantor obyek pajak 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

merekap laporan 

mingguan 

penerimaan PBB-P2 

tahun pajak 2015-

2019 

3. Memahami cara 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penaghian 

2. Ibu Novia 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

3. Ibu Harum 

selaku staf 

bidang 

pelayanan 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

BPHTB (laporan hasil 

verifikasi lapangan E-

BPHTB) 

merekap hasil 

verifikasi lapangan E-

BPHTB 

Rabu, 19 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Kamis, 20 

Februari 

2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

keberatan BPHTB 

3. Merekap laporan 

mingguan penerimaan 

PBB-P2 tahun pajak 

2015-2019 

4. Mengecek piutang 

PBB-P2 pada aplikasi 

E-PBB 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan  

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

merekap laporan 

mingguan 

penerimaan PBB-P2 

tahun pajak 2015-

2019 

3. Memahami cara 

mengecek piutang 

PBB-P2 pada aplikasi 

E-PBB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan  

2. Ibu Novia 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Jumat, 21 

Februari 

2020 

1. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Senin, 24 

Februari 

2020 

1. Mengikuti Apel Pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Selasa, 25 

Februari 

2020 

1. Mengikuti Apel Pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Rabu, 26 1. Mengikuti Apel Pagi 1. Memahami cara 1. Ibu Aning 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

Februari 

2020 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Kamis, 27 

Februari 

2020 

1. Mengikuti Apel Pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Jum’at, 28 

Februari 

2020 

1. Mengikuti senam pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan keberatan 

BPHTB 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Senin, 2 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Merekap data SPPT 

PBB-P2 kategori buku 

5 tahun 2020 

3. Mengecek NOP PBB-

P2 terutang se-

kabupaten Lumajang 

pada E-PBB 

1. Memahami cara 

merekap data SPPT 

PBB-P2 kategori 

buku 5 tahun 2020 

2. Memahami cara 

mengecek NOP PBB-

P2 terutang pada E-

PBB 

1. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Selasa, 3 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap pajak 

minerba yang terutang 

di Kabupaten 

Lumajang 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

merekap pajak 

minerba terutang  

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan  

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Rabu, 4 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Merekap laporan hasil 

pemeriksaan pajak 

minerba 

3. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

4. Merekap rekapitulasi 

data SPPT PBB-P2 

kategori menara 

1. Memahami cara 

merkap laporan hasil 

pemeriksaan pajak 

minerba 

2. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

3. Memahami cara 

merekap rekapitulasi 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

telekomunikasi/tower 

sekabupaten 

Lumajang 

data SPPT PBB-P2 

kategori menara 

telokomunikasi/tower 

Kamis, 5 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap hasil 

pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak 

minerba 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

merekap hasil 

pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak 

minerba  

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Jum’at, 6 

Maret 2020 

1. Mengikuti senam pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir  

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap hasil 

pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak 

minerba 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir  

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

merekap hasil 

pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak 

minerba 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang  

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Senin, 9 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Membantu mengecek 

SPPT dan nilai baku 

pada aplikasi E-PBB-

P2 per desa se 

kabupaten Lumajang 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

mengecek SPPT dan 

nilai baku pada 

aplikasi E-PBB-P2 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Selasa, 10 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan  

keberatan BPHTB 

3. Membantu mengecek 

SPPT dan Nilai Baku 

pada aplikasi E-PBB-

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

mengecek SPPT dan 

nilai baku pada 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

P2 per desa se 

kabupaten Lumajang 

aplikasi E-PBB-P2 

Rabu, 11 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Membantu mengecek 

SPPT dan nilai baku 

pada aplikasi E-PBB-

P2 per desa se 

kabupaten Lumajang 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

mengecek SPPT dan 

nilai baku pada 

aplikasi E-PBB-P2 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Kamis, 12 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan  

BPHTB 

3. Merekap jasa 

administrasi 

pemungutan PBB-P2 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan  

keberatan BPHTB ke 

Ms. Excel 

2. Memahami cara 

merekap jasa 

administrasi 

pemungutan PBB-P2 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya  

selaku 

staf bidang 

penagihan 

Jum’at, 13 

Maret 2020 

1. Mengikuti senam pagi 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap jasa 

administrasi 

pemungutan PBB-P2 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

merekap jasa 

administrasi 

pemungutan PBB-P2 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Senin, 15 

Maret 2020 

1. Mengikuti apel pagi 

2. Mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

mutasi pecah dan data 

1. Memahami cara 

mengentry formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB 

2. Memahami cara 

merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 
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Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

baru per kecamatan 

4. Mengupload data dan 

scan formulir 

keberatan BPHTB 

pada aplikasi E-

BPHTB 

mutasi pecah dan data 

baru per kecamatan 

3. Memahami cara 

mengupload data dan 

scan formulir 

keberatan BPHTB 

pada aplikasi E-

BPHTB 

Selasa, 17 

Maret 2020 

1. Mengikuti istighosah 

bersama 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan  

keberatan BPHTB 

3. Merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

mutasi pecah dan data 

baru per kecamatan 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

mutasi pecah dan data 

baru per kecamatan 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

Rabu, 18 

Maret 2020 

1. Mengikuti istighosah 

bersama 

2. Mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan keberatan 

BPHTB 

3. Merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

mutasi pecah dan data 

baru per kecamatan 

1. Memahami cara 

mengentry dan 

merekap formulir 

pengajuan 

permohonan 

keberatan BPHTB ke 

Ms.Excel 

2. Memahami cara 

merekap pengajuan 

mutasi SPPT PBB-P2 

mutasi pecah dan data 

baru per kecamatan 

1. Ibu Aning 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

2. Ibu Zakiya 

selaku staf 

bidang 

penagihan 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data adalah fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-

angka maupun kata-kata. Data juga merupakan kumpulan informasi atau 

keterangan – keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau 

pencarian ke sumber – sumber tertentu. 
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3.3.1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu Data 

Kuantitatif dan Data Kualiatif. Data Kuantitatif adalah informasi yang berupa 

simbol angka atau bilangan. Sedangkan data Kualitatif adalah informasi yang 

berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol atau angka. Dalam pelaksanaan 

kegiatan praktek kerja nyata ini data kuantitatif berupa perhitungan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, perhitungan penyelesaian keberatan BPHTB. Dan 

data angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam laporan tugas akhir 

ini. Sedangkan data kualitatif pada pelaksanaan ini berupa hasil observasi serta 

wawancara kepada staff bagian keberatan BPHTB pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Jember sebagai narasumber terkait prosedur 

penyelesaian keberatan BPHTB 

 

3.3.2. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wajib pajak atau 

fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan 

perhitungan, pembayaran, serta prosedur keberatan BPHTB 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data 

olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti 

artikel, jurnal, internet, modul dan lain-lain 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

praktek kerja nyata adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan 

buku, intenet, observasi lapang sebagai referensi yang berhubungan 

dengan keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban (informasi) dengan jalan tanya jawab sepihak 

yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber. Wawancara 

telah dilakukan dengan Staff Bagian Keberatan dan Staff Bagian 

Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

(Lihat Lampiran) 

c. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan 

diteliti. Pada pelaksanaan kegiatan ini observasi yang dilakukann 

terkait data-data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang berupa keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penghimpunan, pemberian keterangan tentang 

suatu yang terkandung dalam rekaman terdahulu. Data dokumentasi 

berupa dokumen terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk 

mengajukan keberatan BPHTB. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang tentang Mekanisme Keberatan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persyaratan 

pengajuan keberatan dengan melengkapi dokumen pada E-BPHTB seperti KTP 

Wajib Pajak, SPPT PBB tahun berkenaan/SK NJOP, Bukti Kepemilikan (Draf 

Akta Jual Beli/Hibah/APHB/Pelepasan Hak), Kartu Keluarga Wajib Pajak, Surat 

Keterangan Rumah Subsidi (bila ada) dan Surat Keterangan Waris (bila waris). 

Wajib pajak langsung datang ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang untuk pengajuan keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. Mekanisme keberatan yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa mekanisme keberatan 

telah mengacu pada Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hanya 

saja terdapat beberapa alur yang berbeda, dan hal tersebut terjadi karena alur yang 

digunakan pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

mengikuti sistem kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala kantor Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang segera memperbarui peraturan 

yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan dilapangan/kenyataan sehingga wajib 

pajak sadar akan hak dan kewajibannya serta merasa puas akan ketetapan pajak 

dengan cara memberikan sosialiasi dan pemahaman terutama tentang keberatan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat atau wajib pajak 

baik secara langsung maupun melalui media sosial. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 

 

Lampiran 2. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Lumajang  
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Lampiran 3. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan 

Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan 
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Lampiran 4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Lembar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 11. Indikator Kinerja Individu Tahun 2019 (Pengajuan Keberatan dan 

Banding Pajak Daerah) 
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Lampiran 12. SPTPD-BPHTB 
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Lampiran 13. Hasil Penelitian Sederhana Kantor Obyek Pajak BPHTB 
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Lampiran 14. Berita Acara Hasil Pemeriksaan 
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Lampiran 15. Formulir Pengajuan Permohonan Keberatan BPHTB 
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Lampiran 16. Transkrip Wawancara pada bidang keberatan 

Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber : Ibu Aning Susanti (staff Bidang Keberatan) 

Hari, Tanggal  : Rabu, 22 April 2020 

Tempat Wawancara : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

Topik Wawancara : Mekanisme keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

 

Pewawancara : Assalamualaikum wr wb Bu Aning, mohon maaf mengganggu 

Narasumber : Iya Wa’alaikumsalam wr wb 

Pewawancara : Mohon maaf mengganggu waktunya bu, saya ingin bertanya 

terkait Mekanisme Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang apakah ibu berkenan? 

Narasumber : Iya boleh silahkan 

Pewawancara : Pertama yang saya tanyakan mengenai mekanisme keberatan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang ini seperti apa? 

Narasumber : Untuk pengajuan keberatan wajib pajak harus ke bidang pelayanan 

sebelumnya wajib pajak harus mengklik keberatan pada aplikasi E-BPHTB 

Pewawancara  : Dokumen administrasi yang harus dibawa apa saja bu? 

Narasumber : Wajib pajak tidak perlu membawa apa-apa hanya langsung datang 

ke bidang pelayanan yang didepan itu karena semua dokumen administrasi sudah 

terdapat pada aplikasi E-BPHTB yang sebelumnya telah diupload melalui 

PPAT/PPATS 

Pewawancara  : seperti itu ya bu, kemudian proses selanjutnya bagaimana bu? 

Narasumber : kemudian bidang pelayanan memeriksa apakah dokumen yang 

diupload oleh PPAT/PPATS itu sudah lengkap dan benar atau tidak, jika sudah 

lengkap dan benar bidang pelayanan mengarahkan wajib pajak ke bidang 

keberatan untuk menyampaikan alasan tambahan melakukan keberatan BPHTB 

dan bidang pelayanan memberikan dokumen hasil penelitian sederhana kantor 

obyek pajak BPHTB dan berita acara hasil kepada bidang keberatan. Kemudian 
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bidang keberatan menelaah hasil penelitian sederhana kantor obyek pajak dan 

berita acara hasil pemeriksaan tadi serta menghitung BPHTsetelah pengajuan 

keberatan sesuai keinginan wajib pajak atau tidak. Jika wajib pajak setuju atas 

keputusan penyelesaian keberatan tadi, wajib pajak mengisi formulir pengajuan 

permohonan keberatan BPHTB serta menandatanganinya 

Pewawancara : Jika tidak disetuju dengan hasil keputusan penyelesaian keberatan 

BPHTB tadi bagaimana bu? 

Narasumber : Resiko wajib pajaknya sendiri mbak tidak dapat melanjutkan di 

proses selanjutnya pembuatan akta tanah, oh iya mbak untuk wajib pajak 

dilumajang ini jarang sekali mengajukan banding 

Pewawancara : Untuk keberatan BPHTB ini apakah wajib pajak harus membayar 

dulu pajak yang terutang bu? 

Narasumber : Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang wajib 

pajak boleh mengajukan keberatan sebelum wajib pajak membayar pajak yang 

terutang, jika wajib pajak membayar terlebih dahulu akan menimbulkan piutang 

pajak 

Pewawancara : berarti peraturan bupati nomor 12 tahun 2012 tentang petunjuk 

pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

pernah saya baca sebelumnya yang menyatakan bahwa wajib pajak harus 

membayar pajak yang terhutang minimal setengah dari pajak yang terhutang 

tersebut tidak berlaku bu? 

Narasumber : oh iya mbak tetap masih berlaku peraturan tersebut, tetapi terdapat 

beberapa yang berbeda, perbedaan tersebut karena pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memakai sistem kebijakan yang dibuat 

oleh kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tetapi tetap 

mengacu pada peraturan bupati tersebut 

Pewawancara : perbedaannya seperti apa bu? 

Narasumber : yang pertama dalam peraturan bupati tersebut badan pajak dan 

retribusi daerah kabupaten lumajang harus membuat surat ketetapan pajak contoh 

SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB dan wajib pajak harus membayar 

terlebih dahulu sebelum mengajukan keberatan pajak BPHTB, tetapi dalam 
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lapangan pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tidak 

harus membuat surat ketetapan pajak dan boleh mengajukan keberatan meskipun 

wajib pajak tersebut belum membayar pajak yang terutang, nanti untuk alur 

pengajuan BPHTB silahkan tanya di bidang pelayanan, nanti saya antar ke ibu 

Ayu karena beliau yang melayani pengajuan BPTB 

Pewawancara : baik ibu terima kasih 

Narasumber : oh iya mbak, Untuk masalah peraturan bupati lumajang nomor 12 

tahun 2012 sebenarnya masih dalam proses pembaruan (revisi), jadi dalam waktu 

dekat ini menggunakan sistem kebijakan dari kepala kantor  

Pewawancara : baik bu, untuk batas waktu mengajukan keberatan berapa lama 

bu? 

Narasumber : untuk batas waktu mengajukan keberatan seharusnya 3 bulan sejak 

tanggal ditetapkannya surat ketetapan pajak daerah tetapi pada BPRD Kabupaten 

Lumajang ini tidak menerbitkan SKPD jadi batas waktu pengajuan keberatan 

sebelum verifikasi lapangan ulang dilakukan yaitu 1 tahun sejak diterbitkan hasil 

verifikasi/pemeriksaan lapangan 

Pewawancara : pengurangan atas keberatan BPHTB ini apakah ada ketentuannya 

bu? 

Narasumber : ada mbak yaitu surat keputusan kepala badan pajak dan retribusi 

daerah kabupaten lumajang tentang pemeriksaan nilai perolehan objek pajak bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan dikabupaten lumajang, yang berisi 

diberikan pengurangan untuk transaksi jual beli maksimal 30% dan untuk APHB 

dan hibah selain hubungan keluarga sedarah lurus satu derajat keatasnatau satu 

derajat kebawah maksimal 35% 

Peawancara : baik bu, setelah wajib pajak mengisi dan menandatangi formulir 

pengajuan permohonan keberatan BPHTB proses selanjutnya bagaimana bu? 

Narasumber : setelah itu bidang keberatan mengupload formulir tersebut ke 

aplikasi E-BPHTB dan menginput hasil keputusan keberatan BPHTB, kemudian 

wajib pajak dapat langsung membayar pajak yang terutang dengan mencetak 

SSPD sebanyak 4 kali dan dapat membayar di bank Jatim manapun 
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Pewawancara : baik bu terima kasih telah memberikan informasi terkait laporan 

tugas akhir saya dan meluangkan waktu untuk wawancara 

Narasumber : iya sama-sama mbak, kalau masih ada yang kurang jelas atau masih 

mau ada yang ditanyakan lagi silahkan tanya mbak 

Pewawancara : iya bu baik, nanti jika saya mengalami kesulitan akan datang ke 

ibu kembali, sekali lagi terima kasih bu 

Narasumber : iya sama-sama 

Pewawancara : wassalamualaikum wr wb 
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Lampiran 17. Transkrip Wawancara pada bidang pelayanan 

Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber : Ibu Ayu (staff Bidang Pelayanan) 

Hari, Tanggal  : Rabu, 22 April 2020 

Tempat Wawancara : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

Topik Wawancara : Mekanisme keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

 

Pewawancara : Assalamualaikum wr wb Bu Aning, mohon maaf mengganggu 

Narasumber : Iya Wa’alaikumsalam wr wb 

Pewawancara : Mohon maaf mengganggu waktunya bu, saya ingin bertanya 

terkait Mekanisme Pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang apakah ibu berkenan? 

Narasumber : Iya boleh silahkan 

Pewawancara : pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana alur 

pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan? 

Narasumber : jadi seperti ini alurnya wajib pajak mengajukan BPHTB pertama 

datang ke PPAT/PPATS terdekat untuk mengisi formulir pendaftaran pada E-

BPHTB dengan membawa dokumen yang dibutuhkan. Kenapa harus ke 

PPAT/PPATS? Karena yang mempunyai hak akses (ID dan Password) adalah 

PPAT/PPATS. Kemudian oleh PPAT/PPATS akan mengisi dan mengupload 

sesuai dokumen yang dibawa tadi, setelah itu bidang pelayanan memeriksa pada 

E-BPHTB apakah berkas yang diisi PPAT/PPATS dan Wajib Pajak tersebut 

sudah benar dan lengkap. Jika sudah lengkap dan benar pada E-BPHTB akan 

berstatus telah diverifikasi pelayanan. Kemudian akan diputuskan oleh bidang 

pendataan dan penilaian apakah membutuhkan verifikasi lapangan atau tidak, jika 

dibutuhkan pemeriksaan/verifikasi lapangan wajib pajak menunggu maksimal 3 

hari kerja untuk mendapatkan hasil verifikasi lapangan. Hasil verifikasi tersebut 

dapat dilihat pada aplikasi E-BPHTB. Setelah itu wajib pajak dan PPAT/PPATS 

dapat menyetujui hasil verifikasi lapangan atau dapat mengajukan keberatan atas 

hasil verifikasi lapangan bukan mengajukan atas surat ketetapan pajak daerah. 
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Jika setuju atas hasil verifikasi lapangan dapat langsung ke proses selanjutnya 

yaitu pembayaran cetak SSPD sebanyak 4 lembar bisa dibayar di Bank Jatim 

manapun. Didalam SSPD tersebut terdapat ID Billing dan ID billing itulah yang 

diperlukan untuk membayar. Setelah pembayaran harus meminta tanda tangan 

PPAT dan stempel dan kemudian datang ke bidang pelayanan Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk divalidasi, Wajib Pajak hanya 

datang ke bidang Pelayanan BPRD Kabupaten Lumajang untuk melakukan 

validasi dan cek ID Billing (Surat Setoran Pajak Daerah) yang kadaluwarsa serta 

pengajuan keberatan karena wajib pajak harus menyampaikan alasan tambahan 

pengajuan keberatan 

Pewawancara : untuk dokumen yang harus dibawa saat melakukan pengajuan 

BPHTB? 

Narasumber : KTP Wajib Pajak, SPPT PBB tahun berkenaan/ SK NJOP. Kartu 

Keluarga Wajib Pajak, Foto Objek Pajak, Foto Lokasi dan Foto Akses Jalan. 

Pewawancara :  baik bu terima kasih telah memberikan informasi terkait alur 

pengajuan BPHTB dan sudah berkenan untuk saya wawancara 

Narasumber : iya mbak sama-sama 

Pewawancara : wassalamualaikum wr wb  
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Lampiran 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
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Lampiran 19. Peraturan Bupati Lumajang No 85 Tahun 2016 
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Lampiran 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 
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Lampiran 21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2012 
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Lampiran 22. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 188/37/427.74/2020 
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Lampiran 23. Surat Edaran Nomor 4687/UN25/LL/2020 tentang pencegahan 

covid-19 
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Lampiran 24 Surat Penarikan Mahasiswa Magang 
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